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ABSTRAK 

Lukman NulHakim, 201610115025, Aspek Perlindungan Hukum Konsumen Sebagai Debitor 

Atas Hak Tanggungan Dalam Putusan Lembaga Peradilan Indonesia.  

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

sebagai payung hukum perlindungan konsumen di Indonesia telah mengatur dan menetapkan 

bahwa suatu sengketa konsumen dapat diselesaikan baik melalui Pengadilan maupun di luar 

Pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Pengadilan merupakan kompetensi 

absolut dari Pengadilan Negeri sebagai bagian dari peradilan umum, sedangkan penyelesaian 

sengketa konsumen di luar Pengadilan dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK). Penyelesaian sengketa konsumen melalui Pengadilan. Pengadilan Negeri 

sebagai bagian dari peradilan umum tampaknya tidak memihak dan tidak memberikan 

perlindungan hukum kepada konsumen karena beberapa faktor, diantaranya lamanya waktu 

yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa hingga adanya putusan Pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap hingga eksekusi putusannya, termasuk biaya yang tidak sedikit, 

prosedur dan birokrasi yang tidak sederhana. Sejumlah kendala yang mengakibatkan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 

lembaga penyelesaian sengketa yang memberikan jaminan VI keadilan, kepastian hukum dan 

kemanfaatan sebagai wujud perlindungan hukum kepada konsumen serta tidak menjamin 

keseimbangan kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Hal ini disebabkan keberadaan dan 

kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menjalankan tugas dan kewenangan 

yang bersifat multi fungsi sekaligus di bidang eksekutif, judikatif dan advokasi, sehingga 

pemeriksaan dan putusannya tidak bersifat pro yustitia atau bersifat non yudicial. Tujuan 

Penulisan ini adalah menganalisis putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Kabupaten Batu bara Nomor 1473/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 mengenai sengketa konsumen 

atas Perjanjian Kredit dengan Hak Tanggungan antara Yuli Fitriani selaku Konsumen dengan 

PT. BTPN. Selaku pelaku usaha, dan juga mempelajari langkah-langkah BPSK dalam 

memberikan perlindungan kepada konsumen. metode pendekatan yang digunakan adalah 

yuridis normatif. Pada metode penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta 

dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat 

deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang 

penulis selidiki. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis 

secara kualitatif.  

 

Kata Kunci: Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen  
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ABSTRACT 

 

Lukman NulHakim, 201610115025, Aspects of Consumer Legal Protection as Debtors of 

mortgage rights in the decision of the indonesian judiciary. 
Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection as the 

legal umbrella for consumer protection in Indonesia has regulated and stipulated that a 

consumer dispute can be resolved both through the Court and outside the Court. The settlement 

of consumer disputes through the Court is the absolute competence of the District Court as 

part of the general judiciary, while the settlement of consumer disputes outside the Court is 

carried out through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). Settlement of consumer 

disputes through the Court. The District Court as part of the general judiciary appears to be 

impartial and does not provide legal protection to consumers due to several factors, including 

the length of time it takes to resolve disputes until a Court decision has permanent legal force 

until the execution of the decision, including considerable costs, procedures and bureaucracy. 

which is not simple. A number of obstacles have resulted in the Consumer Dispute Settlement 

Agency being unable to carry out its duties and functions as a dispute resolution institution 

that provides VI guarantees of justice, legal certainty and benefits as a form of legal protection 

for consumers and does not guarantee a balance between the interests of consumers and 

business actors. This is due to the existence and position of the Consumer Dispute Settlement 

Body which carries out multi-functional duties and authorities at the same time in the executive, 

judicial and advocacy fields, so that its examinations and decisions are not pro-judicial or non-

judicial in nature. The purpose of this writing is to analyze the decision of the Council of 

Consumer Dispute Settlement Board of Batubara Regency Number 1473/Arbitration/BPSK-

BB/X/2016 concerning consumer disputes over the Credit Agreement with Mortgage Rights 

between Yuli Fitriani as a Consumer and PT. BTPN. As a business actor, he also studied 

BPSK's steps in providing protection to consumers. The approach method used is normative 

juridical. This research method also seeks to search for facts by providing the right 

interpretation of the data with the aim of making a systematic description, picture, or painting 

of facts about the problem the author is investigating. The data used are primary data and 

secondary data which are analyzed qualitatively. 
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